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Abstrak
 

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sesuatu yang harus diberikan karena keberadaan saksi

dan korban yang sangat krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, terutama terhadap kasus

pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan/atau mempunyai kedudukan di dalam sistem

pemerintahan negara. Sadar akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut, maka pada

tanggal 18 Juli 2006, Pemerintah meresmikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Dengan diresmikannya undang-undang tersebut maka perlindungan terhadap saksi dan

korban tidak lagi ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, karena akan ditangani sepenuhnya oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya, perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih

memiliki banyak kelemahan seperti dari segi kualifikasi saksi dan korban yang berhak atas perlindungan,

lembaga yang memberikan perlindungan, penjaminan pelaksanaan hak saksi dan korban, serta dari segi

bentuk dan tata cara perlindungan. Beberapa kelemahan ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan

terhadap rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penting

bagi LPSK dan lembaga lainnya berkoordinasi dengan baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran

aktif dari masyarakat dalam menjamin suksesnya pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan

korban.

......Protection for witness and victims of crime is something that needs to be given because their existence is

crucial in the process of criminal act, especially in criminal cases that involve predominate parties and/or has

position in the country’s governmental system. Realizing the importance of the protection for witness and

victims of crime, on July 18th 2006 the Government established Law No. 13/2006 about The Protection of

Witness and Victims of Crime. By the establishment of such Law then the protection of witness and crime

victims are no longer handled by the police and public prosecutors’ office, but will be fully handled by the

Institution of Protection of Witness and Victims of Crime (LPSK). Basically, the protection of witness and

victims of crime in Indonesia still has numerous weaknesses such as the qualification of witness and victims

of crime that needs protection, the institutions that gives protection, the guarantee of execution of the

protection of witness and victims of crime, and the form and procedures of protection. Some of this

weakness could be overcomes by doing repair on the formulation that contained in the Law for the

protection of witness and victims of crime, and it is important by LPSK and other institutions to coordinate

with each other. Other thing that is also important is the active participation of the community in

guarantying the success of the protection of witness and victims of crime.
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